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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 93/PMK.03/2012 
TENTANG 

PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO YANG 
TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah 
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyerahan Jasa 
Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai 
Pajak Pertambahan Nilai; 

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 
Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271); 

d. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN 
PRANGKO YANG TIDAK DIKENAI PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan 

bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak 
bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar 
yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai 
nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf. 

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan 
pos. 
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